
BUPATI BARITO TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR IO TAHUN 2022

TENTANG

TEKNISPEMBERIANTUNJANGANHARIRAYADANGAJIKETIGABELAS

YANGBERSUMBERDARIANGGARANPENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat l2l

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang

PemberianT\rnjanganHariRayadanGajiKetigaBelas
KepadaAparaturNegara,Pensiunan,PenerimaPensiun'

dan Penerima T\rnjangan Tahun 2022, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Ttrnjangan

HariRayadanGajiKetigaBelasYangBersumberDari
AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahun2022;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AO2 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Seruyan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a180);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang

AparaturSipilNegara(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 20tr4 Nornor 6, Tambahan Irmba.ran

Negara Republik Ihdonesia Nomor 5+9a\; 
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4.Undang-UndangNomor2STahun2ol4tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor5SST)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2a2a Nomor 245, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor65T3);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2ot9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 201'9 Nomor 42);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang

Pemberian T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga

Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima

Pensiun, dan Penerima T\rnjangan Tahun 2022

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2022

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6787l'1'

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

20 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2A361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2o18 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL9 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2A Nomor l78ll;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Teknis75IPMK.OS l2022 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemberian TUnjangan Hari Raya dan

Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara'

Pensiunan, PenGrima Pehsiun' dar! ""-"Effirima

T\rnjangan Ta}:lun2}22;



Menetapkan

1O. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:

gAO 12A69/SJ tentang Pemberian T\rnjangan Hari

Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022;

ll.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6

Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan

BelanjaDaerahKabupatenErarittoTimurTahun2022

(LembaranDaerahKabupatenBaritoTimurTahun

2A2l Nomor 69);

l2.Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2o2I

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja

DaerahTahunTahunAnggaran2a22(BeritaDaerah
KabupatenBaritoTimurTahun2a2lNomorla2|;

MEMUTUSKAN :

PERATURANBUPATITENTANGTEKNISPEMBEzuAN

TUNJANGANHARIRAYADANGAJIKE'TIGABELAS
YANGBERSUMBERDARIANGGARANPENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Timur'

2. Pejabat Negara adalah Bupati dan wakil Bupati Barito

Timur.

3. Bupati adalah Bupati Barito Timur'

4.wakilBupatiadalahWakilBupatiBaritoTimur.
S.DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

yang berkedud'ukan sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua

DPRD KabuPaten Barito Timur'

7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten

Barito Timur yang terdiri dari Pin"rpinan ad*Afi-ggota.
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8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil

Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

untukmendud'ukijabatanpemerinta}randiKabupaten

Barito Timur.

CalonPegawaiNegeriSipilyangselanjutnyadisingkat

CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar'

lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan

menjadiPegawaiNegeriSipilsesuaidenganketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

di Kabupaten Barito Timur.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka

waktutertentudalamrangkamelaksanakantugas
pemerintahan di Kabupaten Barito Timur'

Penerima TUnjangan adalah warga negara yang

memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima

penghargaan d,anf atau penghormatan dari negara

dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai ketentuan

peraturan peraturan perundang-undangan di

Kabupaten Barito Timur.

12. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) PNS dan Calon PNS, Pejabat Negara, Anggota DPRD'

Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non

PegawaiAparaturSipilNegarapadaperangkatdaerah
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan

Layanan umum Daerah serta PPPK diberikan Tunjangan

Hari RaYa dan Gaji Ketiga Belas'

9.

10.
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(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS

dalam jabatan:

a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan

pimPinan tinggu

b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan

administrator;

c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan

pengawas;

d. fungsional utama;

e. fungsional ahti madYa;

f. fungsional ahli muda;

g. fungsional ahli Pertama;

h. fungsional PenYelia;

i. fungsional mahir;

j. fungsionalteramPil;

k. fungsional Pemula; dan

1. pelaksana.

(3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:

a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau

b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di

dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya

dibayar oleh instansi tempat penugasan"

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari RaYa

Pasal 3

(1) Tunjangan Hari Raya diberikan bagi PNS meliputi:

a. g4ji Pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan Pangan;

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

e. Tambahan penghasilan dapat diberikan paling banyak



(2) Tunjangan Hari Raya diberikan bagi CPNS meliputi:

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan Pangan;

d. tunjangan umum; dan

e.Tambahanpenghasilandapatdiberikanpalingbanyak
50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan

kemamPuan keuangan daerah'

(3) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Bupati dan Wakil

Bupati meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga'

tunjangan pangan serta tunjangan jabatan atau

tunjangan umum.

(a) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakiian Rakyat Daerah, paling banyak sebesar

akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga'

dan T\rnjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur hak

keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan RakYat Daerah'

(5) Tunjangan Hari Raya dapat diberikan kepada PPPK

meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga' tunjangan

pangan serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum

dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah'

perhitungan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan

Kepala Daerah.

(6) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan

UmumDaerahdanPegawaiNonPegawaiAparaturSipil

Negara pada perangkat d"aerah yang menerapkan pola

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah

paling banyak sebesar T\rnjangan Hari Raya yang

diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum

Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau

gradenYa setara.
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Bagian Ketiga

Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

(1) Gaji KetigaBelas diberikan bagi PNS meliputi:

a. gaji Pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan Pangan;

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

e.tambahanpenghasila:rdapatdiberikanpalingbanyak
5Oo/o (lima puluh persen) dengan memperhatikan

kemamPuan keuangan daerah'

(2) Gaji Ketiga Belas diberikan bagi CPNS meliputi:

a. SOYo {delapan puluh persen} dari gaji pokok PNS;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan Pangan;

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

e.tambahanpenghasilandapatdiberikanpalingbanyak
Soo/o{limapuluhpersen)denganmemperhatikan
kemamPuan keuangan daerah'

(3) Gqii Ketiga Belas diberikan kepada Bupati dan Wakil

Bupati meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga'

tunjangan pangail serta tunjangan jabatan atam

tunjangan umum.

(a) Gaji Ketiga Belas bag Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralcyat Daerah, paling banyak sebesar

akumulasidariUangRepresentasi,TUnjal}ganKeluarga,

dan T\rnjangan Jabatan Pimpinan dan Angota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur hak

keuangandanadministratifPimpinandanAnggota
Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah'
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(5)GajiKetigaBelasdapatdiberikankepadaPPPKmeliputi

gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan serta

tunjangan jabatan atau tunjangan umum dengan

memperhatikan kemampuan keuangan daerah'

perhitungan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan

Kepala Daerah.

(6) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum

DaeralrdanPegawaiNonPegawaiAparaturSipilnegara
pada perangkat daerah yang menerapkan pola

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah

paling banyak sebesar Gaii Ketiga Belas yang diberikan

kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut

yang peringkat jabatannya atau gradenya setara'

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)TunjanganHariRayasebagaimanadimaksuddalamPasal

2 ayat{l) dibayarkan paling cepat 1O (sepuluh) hari kerja

sebelum tanggal Hari RaYa'

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) belum dibayarkan, Tunjangan Hari Raya

dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya'

^,[ yang dibaYarkan

yang dibaYarkan
(3) Besaran T\rnjangan Hari RaYa

berdasarkan komponen penghasilan

pada bulan APril Tahun 2022'

(a) Dalam hal penghasilan pada bulan April belum

dibayarkansebesarpenghasilanyangseharusnyaditerima

karena berubahnya penghasilan, kepada yang

bersangkutantetapdiberikanselisihkekurangan
Tunjangan Hari RaYa.

Pasa1 6

(1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juli'

(2) Dalam hal Gqii Ketiga Belas sebagaimana dimaksld pada

ayat (1) belum dapadaiir"v*r.an, Gaji Ketiga Belas dapat
ti.,,r.,,. . :"i.r?r!i.-j-?.r!'ad

dibayarkan setelah **len Juli' '::; 
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(3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan berdasarkan

komponenpenghasilanyangdibayarkanpadaBulanJuni
Tahun 2022.

{a} Dalam hal Penghasilan pada bulan Juni belum

dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima

karena berubahnya penghasilan, kepada yang

bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan

Tunjangan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dikenakan

potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan

ketentuan.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan peiak

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangandanditanggungpemerintahdaerah.

(3) Dalam hal Aparatur Negara menerima lebih dari 1 (satu)

T\rnjangan Hari Raya dan Gqii Ketiga Belas maka diberilGn

salah satu yangjumlahnya lebih besar'

{a} Dalam hal Apa::atur Negara menerima lebih dari 1 (satu}

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas maka

kelebihanpembayarantersebutmerupakanutangdan
wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan'

(5) Tambahan penghasilan dapat diberikan paling banyak

50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan

kemampuankeuangandaerahsesuaijabatan'pangkat'
peringkatjabatanataukelasjabatandansesuaidengan
ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gqii Ketiga Belas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

a. insentif kinerja;

b. insentif kerja;

c. hrnjangan

kompensasi,

(21
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e. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau dosen

atau tunjangan kehormatan;

f. tambahan penghasilan bagt guru PNS;

g. insentif khusus;

h. tunjangan khusus;

i. tunjangan Pengabdian;

j. tunjangan penghidupan luar negeri; dan

k'tunjanganataudengansebutanlaindiluarketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4'

Pasal 9

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji

KetigaBelasdilakukansesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman

pengelolaan keuangan daerah'

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur'

Ditetapkan di Tamiang Layang

padatanggal tJ Agrr I 2a22

BUPATI BARITO TIMUR,

Diundangkan di Tamiang LaYang

padatanggal t9 Agrit 2022

SEKRETARIS DAERAH -/
KABUPATEN BARITO'l94JN,*

A}IPERA A.Y.MEBAS

BERITADAE^RAHKABUPATENBARIT0TIMURTAHUN2022
NOMOR ..11 5


